
 

 

SEKILAS KABUPATEN 

Sejarah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

 

 Menurut sejarah lokal, daerah ini dikenal sebagai pusat kerajaan Negara Dipa yang terletak 

di Candi Agung yang merupakan perpindahan dari ibukota kerajaan sebelumnya yang terletak di hilir, 

yaitu di Candi Laras, (Kabupaten Tapin). 

Sejak pertama kali terbentuk pada tanggal 1 Mei 1952, semula kabupaten ini bernama 

Kabupaten Amuntai.  Sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang 

berawal dari Undang-undang No. 22 Tahun 1948, maka pada tanggal 14 Januari 1953, nama 

Kabupaten Amuntai diubah menjadi “Kabupaten Hulu Sungai Utara” hingga sekarang. 

Pada zaman kolonial daerah ini termasuk salah satu onderafdeeling dalam lingkup afdeeling 

van hulu sungai. Akibat pemberontakan di Hantarukung, maka kendali pemerintahan dipindahkan 

dan beribukota di Kandangan dengan wilayah : 

1. Onderafdeeling Tanjung. 

2. Onderafdeeling Amuntai. 

3. Onderafdeeling Barabai. 

4. Onderafdeeling Kandangan; dan 

5. Onderafdeeling Rantau, yang dikenal sekarang dengan sebutan “banua lima” 

 Daerah onderafdeeling Amuntai terbagi lagi dalam 3 (tiga) district (kawedanan) meliputi : 

1. District Amuntai yang mewilayahi onderafdeeling Amuntai. 

2. District Alabio yang mewilayahi onderdistrict Sungai Pandan dan Babirik. 

3. District Balangan yang mewilayahi onderdistrict Paringin, Awayan dan Juai. 

Setelah kemerdekaan, kewilayahan ini tidak jauh berbeda kecuali sistem pemerintahan yang 

secara menyeluruh mengalami perubahan. Karena itu, daerah ini dimasukan dalam lingkup wilayah 

kabupaten hulu sungai yang beribukota di Kandangan, tidak terkecuali wilayah banua lima sekarang. 

Ditinjau dari segi letak geografis, demokratis, politis, sosio kultural / ekonomi, budaya 

teritorial keamanan / pertahanan, luas wilayah, potensi dan pertumbuhan penduduk. Dibanding 

dengan daerah tetangga sekitar banua lima di bawah lingkung kabupaten hulu sungai, dipandang akan 

lebih memungkinkan serta pengembangannya ke masa depan yang lebih baik, melalui kabupaten 

otonom yang diperjuangkan. 

Pengamatan dari tinjauan di atas, mengilhami dan sekaligus memberi daya rangsang aspiratif 

kepada tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, generasi muda, partai politik, organisasi 

kemasyarakatan dan bahkan seluruh lapisan masyarakat di daerah ini dalam memberikan dukungan 

untuk memperjuangkannya. 

Hasrat dan kehendak mulia ini, kian hari makin menguak ke permukaan, puncaknya menyatu 

dalam satu wadah yang diberi nama PETIR (Persatuan TIndakan Rakyat), dari namanya terpancar 

sikap andal perjuangan patriotisme. 

Petir berbentuk presidium dengan pimpinan yang terdiri dari : bapak Haji Morhan, bapak Haji 

Saberan Effendi, bapak Gusti Anwar, bapak Abdul Muthalib M. dan bapak Abdul Hamidhan. 

Pimpinan harian bapak Haji Morhan, bagian sekretariat bapak M. Juharani Sidik dan Tarzan Noor 

serta dilengkapi para pembantu dari anggota DPRDs Kabupaten Hulu Dungai yang berasal dan 



 

 

mewakili daerah ini. Selanjutnya petir bergerak dengan mengadakan kegiatan penerangan kepada 

masyarakat mengenai terbentuknya petir juga tujuan dan usahanya. 

Dengan spontanitas sebagai ikhtiar yang sungguh-sungguh terus diadakan di dua tempat, yaitu 

gedung Panti Asuhan Budi Rahayu dan gedung Musyawaratutthalibin yang terletak di jalan pasar 

Amuntai (sekarang jalan Abdul Aziz). 

Sebagai puncak kegiatan petir adalah diselenggarakannya suatu rapat akbar di halaman pasar 

amuntai petir telah melahirkan sebuah mosi / tuntutan rakyat yang menghendaki dijadikannya belahan 

utara dari wilayah hulu sungai sebagai kabupaten daerah otonom yang berdiri sendiri. Beberapa hari 

kemudian Petir mengadakan rapat pleno bertempat di Gedung SRN No. 4 Amuntai (sekarang berdiri 

Kantor Bupati HSU) membahas konsep mosi petir yang ditetapkan sebelumnya oleh presidium. 

Atas persetujuan DPRDs Kabupaten Hulu Sungai di Kandangan, maka mosi tersebut 

disampaikan setangan oleh dua orang deputasi pimpinan petir, yaitu bapak Haji Morhan dan bapak 

Haji Saberan Effendi yang kemudian bergabung dengan bapak H. Ideham Chalid yang pada waktu 

itu berdomisili di jakarta untuk menghadap menteri dalam negeri Mr. Ishaq Tjokrohadisurjo. Saat 

menghadap Gubernur Kalimantan Selatan dr. Murjani, deputasi petir ini ditambah dengan empat 

orang masing – masing bapak Abdul Muthalib M, bapak Ahmad Samidi, bapak Ahmad Syahman dan 

bapak Gusti Anwar. 

Sambutan pemerintah pusat dan daerah kalimantan telah memberikan angin segar. Kesegaran 

itu semakin terasa hembusannya seantero pelosok daerah in manakala diterimanya Surat Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor : Pem.20-1-47 tanggal 17 Nopember 1951 tentang ketetapan : 

• Daerah Kabupaten Amuntai dengan ibu kota Amuntai dan selanjutnya dipercayakan 

sebagai bupati kepala daerah bapak Haji Muhammad Said. 

• Daerah Kabupaten Kandangan dengan ibu kota Kandangan sebagai bupati kepala daerah 

adalah bapak Syarkawi. 

Sebagai tindak lanjut keputusan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan mengeluarkan 

Surat Keputusan nomor: des.310-2-3 tanggal 9 April 1952 atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri nomor: des.1/1/4 rahasia, yang sementara waktu menetapkan jumlah: 

• Anggota DPRDS untuk Kabupaten Kandangan 20 orang dan DPDS 5 orang 

• Anggota DPRDS untuk Kabupaten Amuntai 16 orang dan DPDS 4 orang 

Atas hasil pemilihan, Pimpinan DPRDS Kabupaten Amuntai pada awal berdirinya adalah 

bapak Haji Anang Busyra sebagai Ketua dan bapak Ahmad Samidi sebagai Wakil Ketua. 

Dari sini, sekaligus diadakan persiapan peletakan kerangka pembenahan pengaturan personal 

aparat, fisik, material, kewilayahan dan lainnya bagi upaya menata rumah tangga daerah Kabupaten 

Amuntai atas otonom yang telah diberikan. 

Kabupaten Amuntai mewilayahi 4 (empat) Kewedanaan, yaitu : Kewedanaan Amuntai, 

Kewedanaan Alabio, Kewedanaan Balangan, dan Kewedanaan Tabalong  dengan 9 (sembilan) 

kecamatan termasuk Tanjung, Kelua dan Haruai melingkupi 102 desa. 

Suasana penuh haru, saat-saat akan dimulainya pelantikan anggota DPRDs Kabupaten 

Amuntai pada tanggal 1 Mei 1952, sebagai awal Hari Jadi Kabupaten ini. 

Seiring pagi menyingsing cerah, secerah semangat warga Amuntai dan yang mewakili 

upacara pelantikan, tatkala itu semua hadirin berdiri, sembari bersyukur kehadirat Allah SWT dan 

detik dambaan itupun tiba.  Pukul 10.00 hari Senin pada tanggal 1 Mei 1952, Resident Koordinator 

Kalimantan Selatan bapak Zainal Abidin yang bergelar Sutan Komala Pontas  mewakili Gubernur 

Kepala Daerah Kalimantan mengucapkan kata Pelantikan terhadap 16 orang anggota DPRDs 

Kabupaten Amuntai. 



 

 

Sejalan dengan pengembangan kewilayahan dan sistem pemerintahan  berawal dari Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1948, sebagaimana yang diamanatkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 

1945 nama Kabupaten Amuntai tidak lama kemudian tepatnya tanggal 14 Januari 1953 menjadi dan 

disebut Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Dari perkembangan berikut sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, disusul dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang 

menitikberatkan kepada otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Maka dengan demikian 

Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi “Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara” beribukota 

Amunta dengan motto “Amuntai Kota Bertakwa” yang merupakan akronim dari “BERsih, Tertib, 

Anggun, Kompak, berwibaWA”. 

Dan dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, maka sebutan 

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara berubah menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 

Sumber  : Website Kabupaten HSU (web.hsu.go.id) 

  https://web.hsu.go.id/sejarah/  

https://web.hsu.go.id/sejarah/

